Proceeding of Conference on Law and

Social Studies
https:/ /prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Program Kampung Iklim sebagai Implementasi
Komitmen Kota Madiun terhadap United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Siska Diana Sari!, Sulistya Eviningrum?, Nizam Zakka Arrizal3,
Bintang Ulya Kharisma#, Arzety Eurylia®, Elysa Putri Rahmawati®
1 Universitas PGRI Madiun, siska@unipma.ac.id
2 Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id
3 Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id
4 Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id
5 Universitas PGRI Madiun, arzety 220610102 1@mhs.unipma.ac.id
6 Universitas PGRI Madiun, elysa_2306101008@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim
sebagai wujud implementasi komitmen Kota Madiun terhadap United
Nation Framework Convention Of Climate Change (UNFCCC). Program
Kampung Iklim sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan utama
Indonesia yang telah berpartisipasi dalam United Nation Framework
Convention of Climate Change (UNFCCC) yang menghasilkan sebuah
perjanjian bernama Paris Agreement dan menghasilkan sebuah
dokumen yang memuat komitmen negara dalam mengurangi emisi serta
menyesuaikan diri dengan dampak iklim berupa Nationally Determined
Contribution atau NDC. Penelitian ini menggunakan mix method dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparasi, Teknik
pengumpulan data dengan observasi lapangan, dokumentasi dan
wawancara, lokasi penelitian di Kota Madiun. Hasil penelitian
menunjukkan Program Kampung Iklim dilaksanakan di Kota Madiun
dengan konsisten melaksanakan 3 (tiga) kegiatan utama pada Program
Kampung Iklim yaitu kegiatan Adaptasi, kegiatan Mitigasi, dan
Kelembagaan. Ini menunjukkan Kota Madiun mewujudkan
implementasi komitmen terhadap United Nation Framework Convention
Of Climate Change (UNFCCC). Saran disampaikan kepada semua pihak
di berbagai lapisan pemerintahan dan Masyarakat agar menguatkan
implementasi program kampung iklim ini, juga optimalisasi CSR dari
pihak BUMN dan atau swasta dalam memperlancar program ini.

Kata Kunci: Program Kampung Iklim, Nationally Determined
Contribution (NDC), Green Politics.

Abstract

This research examines the implementation of the Climate Village
Program as a manifestation of Madiun City's commitment to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The
Climate Village Program has been highly influential in realizing
Indonesia's primary goal of participating in the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which resulted
in the Paris Agreement and a document containing the country's
commitment to reducing emissions and adapting to climate impacts, in
the form of a Nationally Determined Contribution (NDC). This study
employed a mixed-method approach with legislative, conceptual, and
comparative approaches. Data collection techniques included field
observation, documentation, and interviews. The research location was
Madiun City. The results show that the Climate Village Program is
consistently implemented in Madiun City through three main activities:
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Adaptation; Mitigation; and Institutional Activities. This demonstrates
that Madiun City is realizing its commitment to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Recommendations are provided to all parties at various levels of
government and the community to strengthen the implementation of this
climate village program, as well as to optimize CSR from state-owned
enterprises and/ or the private sector to facilitate this program.
Keywords: Climate Village Program, Nationally Determined
Contribution (NDC), Green Politics.

Pendahuluan

Perubahan iklim global menjadi isu krusial yang memerlukan respons
kolektif dari berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat, sebagaimana
diamanatkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change
(Sekaranom et al., 2022). Menanggapi isu ini, pemerintah Indonesia melalui
berbagai inisiatif, termasuk Program Kampung Iklim, berupaya mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak
perubahan iklim (Mashur & Meiwanda, 2019). Program Kampung Iklim
merupakan salah satu solusi implementatif yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim serta
mendorong tindakan nyata di tingkat lokal dalam mengurangi emisi gas
rumah kaca (Sekaranom et al., 2022) (Safrina et al., 2022). In Indonesia,
komitmen terhadap isu perubahan iklim ditegaskan melalui ratifikasi
Perjanjian Paris yang diimplementasikan ke dalam undang-undang,
menunjukkan keseriusan negara dalam mengatasi ancaman lingkungan ini
(Ulum et al., 2022).

Salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap UNFCCC adalah
meratifikasi Perjanjian Paris. Secara khusus, Indonesia telah meratifikasi
Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, sehingga
ketentuan-ketentuannya terintegrasi ke dalam norma hukum nasional
(Ghaniyyu & Husnita, 2021). Komitmen ini juga ditunjukkan melalui
Kontribusi Nasional yang Ditentukan Sendiri (NDC) Indonesia, yang
menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% secara mandiri atau
hingga 41% dengan bantuan internasional, mencakup lima sektor utama:
kehutanan, industri, energi, limbah, dan pertanian (Pambudi et al., 2021).
Penekanan pada sektor-sektor ini menyoroti pendekatan multifaset yang

diperlukan untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan dan
membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di seluruh
kepulauan (Kamandika & Dhakal, 2023). Selain itu, kerangka hukum
negara, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang
No. 17 Tahun 2004, yang meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang
Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto masing-masing, solidifies its
dedication to global climate objectives (Lembut & Oktariani, 2023) (Maritha,

2020).

Kegiatan proklim di daerah-daerah adalah bagian integral dari upaya
mitigasi dan adaptasi iklim nasional, sejalan dengan target penurunan emisi
gas rumah kaca yang dicanangkan pemerintah Indonesia (Arifanti et al.,
2022). Implementasi luas inisiatif ramah iklim di tingkat lokal secara
langsung mendukung strategi nasional yang lebih luas untuk mencapai
target pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 dan seterusnya
(Ramadhan et al., 2022) (Puig et al., 2013). Upaya lokal ini sangat penting
mengingat dampak perubahan iklim yang sudah terlihat di seluruh
Indonesia, seperti banjir berkepanjangan, kebakaran hutan yang luas, dan




kenaikan permukaan laut (Liana et al., 2023). Selain itu, perubahan iklim
juga menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan dapat
meningkatkan prevalensi vektor penyakit (Liana et al., 2023).

Meskipun ada komitmen ini, implementasi praktis strategi mitigasi
perubahan iklim menghadapi hambatan akibat kurangnya referensi legislatif
yang eksplisit tentang perubahan iklim dalam hukum Indonesia, yang
menghambat pengembangan pendekatan berbasis ketahanan (Maskun et al.,
2023). Kekosongan legislatif ini seringkali mencampuradukkan isu-isu
terkait iklim dengan manajemen bencana secara umum, sehingga
mengabaikan pertimbangan khusus yang diperlukan untuk adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim yang efektif m (Maskun et al., 2023). Hal ini
seringkali menyebabkan fokus pada tanggapan pasca-bencana daripada
langkah-langkah proaktif untuk membangun ketahanan iklim (Maskun et
al., 2023). Selain itu, ketidaksesuaian antara berbagai peraturan perundang-
undangan terkait perubahan iklim, seperti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menyebabkan ambiguitas
hukum yang menghambat pembentukan dan implementasi kebijakan yang
konsisten dalam mitigasi perubahan iklim (Maskun et al., 2023).
Ketidakkonsistenan ini menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang
lebih terintegrasi dan eksplisit yang secara langsung menangani strategi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga memperkuat kemampuan
Indonesia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Konvensi
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)(Maskun et al.,
2023). Akibatnya, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mengurangi
emisi hingga 29% secara mandiri pada tahun 2030, target yang didasarkan
pada penilaian tahun 2010 untuk Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi
(Novita, 2021). Komitmen ini kemudian diperbarui pada tahun 2022, di mana
Indonesia merevisi targetnya menjadi pengurangan emisi tanpa syarat
sebesar 31,89% dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2060
atau lebih awal, mencerminkan tekad yang lebih kuat untuk memerangi
perubahan iklim (Yasin et al., 2024). Strategi jangka panjang Indonesia
bertujuan untuk mencapai puncak emisi Gas Rumah Kaca di wilayahnya
pada tahun 2030, menargetkan 540 Mt CO2e pada tahun 2050, dan
akhirnya mencapai emisi Gas Rumah Kaca nol bersih pada tahun 2060 (Rum
et al., 2024). Tujuan ambisius ini sejalan dengan upaya global untuk
membatasi pemanasan global dan menekankan urgensi transisi menuju
ekonomi rendah karbon (Lembut & Oktariani, 2023) (Massagony et al., 2025).
Tujuan ambisius ini memerlukan investasi besar dalam mekanisme
keuangan hijau dan program nasional yang kokoh, terutama di sektor-sektor
kritis seperti kehutanan dan energi, yang secara historis menjadi kontributor
utama emisi GRK nasional (Setiawan et al., 2021). Misalnya, negara ini
menargetkan porsi 23% sumber energi baru dan terbarukan dalam
campuran energi nasionalnya pada tahun 2025, disertai dengan
pengurangan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030, atau 41% dengan
dukungan internasional (Djatmika et al., 2023). Tujuan-tujuan ini secara
resmi tercantum dalam Kontribusi Nasional yang Ditentukan (NDC)
Indonesia, menunjukkan komitmen konkret terhadap aksi iklim
internasional (Ernanda et al., 2022).

Pemerintah kota Madiun adalah salah satu entitas lokal yang
menunjukkan komitmen kuat terhadap inisiatif iklim, sejalan dengan tujuan
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nasional Indonesia dan konvensi iklim global (Lembut & Oktariani, 2023)
(Trivanti et al., 2023). Kota Madiun telah mengadopsi Program Kampung
Iklim sebagai manifestasi nyata dari komitmen tersebut, yang secara
langsung mendukung kerangka kerja United Nations Framework Convention
on Climate Change pada tingkat lokal. Program ini mengintegrasikan strategi
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas,
memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya keberlanjutan
lingkungan (Puig et al., 2013). Melalui inisiatif ini, Kota Madiun berupaya
mengatasi keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran yang seringkali
menghambat implementasi tindakan iklim di tingkat daerah (Hinostroza et
al., 2014). Oleh karena itu, keberhasilan Program Kampung Iklim di Madiun
menjadi studi kasus penting untuk memahami bagaimana inisiatif lokal
dapat berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional dan global,
khususnya dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tantangan
pembangunan ekonomi (Lou et al., 2024).

Tinjauan Pustaka

UNFCCC adalah sebuah kerangka kerja internasional yang memiliki
tujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada
tingkat yang akan mencegah campur tangan antropogenik berbahaya dengan
sistem iklim (Mujahidin et al., 2023). Pencapaian tujuan ini memerlukan
kerja sama global dan implementasi kebijakan mitigasi serta adaptasi yang
komprehensif, seperti yang dilakukan oleh Kota Madiun melalui Program
Kampung Iklim (Sasmoko et al., 2022). Pelaksanaan program-program lokal
seperti Kampung Iklim menunjukkan komitmen nyata di tingkat sub-
nasional untuk berkontribusi pada target iklim nasional dan internasional
dengan mendorong pengelolaan lingkungan yang dipimpin oleh komunitas
dan ketahanan. Inisiatif-inisiatif lokal ini secara efektif menerjemahkan
tujuan iklim global menjadi strategi berbasis komunitas yang dapat
dilaksanakan, sehingga meningkatkan kapasitas adaptasi dan mengurangi
kerentanan populasi perkotaan terhadap dampak perubahan iklim(Olsen et
al., 2013) (Maryanti et al., 2022). Pendekatan desentralisasi ini sangat
penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-
negara berkembang, di mana dukungan finansial dan teknis dapat
memfasilitasi transisi ke ekonomi rendah karbon sambil sekaligus memenuhi
kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi Pelaksanaan program-program
lokal seperti Kampung Iklim menunjukkan komitmen nyata di tingkat sub-
nasional untuk berkontribusi pada target iklim nasional dan internasional
dengan mendorong pengelolaan lingkungan yang dipimpin oleh komunitas
dan ketahanan. Inisiatif-inisiatif lokal ini secara efektif menerjemahkan
tujuan iklim global menjadi strategi berbasis komunitas yang dapat
dilaksanakan, sehingga meningkatkan kapasitas adaptasi dan mengurangi
kerentanan populasi perkotaan terhadap dampak perubahan iklim (Olsen et
al., 2013) (Maryanti dkk., 2022). Pendekatan desentralisasi ini sangat
penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-
negara berkembang, di mana dukungan finansial dan teknis dapat
memfasilitasi transisi ke ekonomi rendah karbon sambil sekaligus memenuhi
kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi (Lou et al., 2024).

Program ini tidak hanya memberdayakan komunitas lokal untuk
menerapkan praktik berkelanjutan, tetapi juga selaras dengan komitmen
nasional terhadap kerangka kerja internasional seperti UNFCCC,
menunjukkan bagaimana upaya akar rumput dapat memberikan kontribusi
signifikan terhadap tujuan iklim yang lebih luas (Awosusi dkk., 2025). Hal
ini menunjukkan hubungan krusial antara tindakan lokal dan tata kelola
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iklim global, menyoroti efektivitas pendekatan bottom-up dalam mencapai
tujuan keberlanjutan lingkungan yang lebih luas (Dhar dkk., 2013) (Olhoff
dkk., 2014). Integrasi aksi iklim perkotaan, yang diilustrasikan oleh inisiatif
semacam ini, berfungsi sebagai titik masuk vital untuk meningkatkan
efektivitas kebijakan dan tindakan, sehingga menghindari pendekatan yang
terpisah-pisah dan memaksimalkan aksi iklim (Ranalder dkk., 2024).

Program Kampung Iklim merupakan mekanisme penting bagi
Indonesia untuk mencapai target Kontribusi Nasional yang
Ditentukan (NDC), yang bertujuan untuk mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41%
dengan dukungan internasional pada tahun 2030, terutama di sektor-
sektor seperti kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan
limbah (Sekaranom dkk., 2022). Inisiatif adaptasi dan mitigasi
berbasis komunitas ini memainkan peran penting dalam memperkuat
ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca di tingkat
lokal dengan mendorong partisipasi aktif komunitas (Mashur &
Meiwanda, 2019) (Safrina dkk., 2022). Pendekatan ini meningkatkan
kesiapan dan kemampuan respons komunitas terhadap dampak
perubahan iklim, sehingga berkontribusi pada ketahanan nasional
secara keseluruhan (Qomariah dkk., 2021). Selain itu, penekanan
program pada inovasi lokal dan tata kelola sumber daya sangat
penting untuk mengembangkan strategi adaptasi yang spesifik
konteks dan efektif serta berkelanjutan di lingkungan perkotaan yang
beragam (Triyanti dkk., 2023). Lebih lanjut, implementasi program
semacam ini seringkali bergantung pada kerangka tata kelola
multilevel yang kokoh, yang menyediakan dukungan keuangan yang
memadai, pengembangan kapasitas, dan penguatan institusional bagi
aktor lokal (Tollin dkk., 2024). Kerangka kerja semacam ini esensial
untuk memastikan bahwa inisiatif iklim lokal, seperti PROKLIM,
terintegrasi secara efektif ke dalam rencana aksi iklim nasional,
memungkinkan respons yang kohesif dan berdampak terhadap
perubahan iklim di semua tingkatan administratif (Sekaranom dkk.,
2022) (Wahyuni dkk., 2022). Upaya terkoordinasi ini sangat relevan
bagi Indonesia, mengingat komitmennya untuk mencapai puncak
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat wilayah pada tahun 2030 dan
mencapai nol emisi GRK pada tahun 2060, sebagaimana tercantum
dalam strategi jangka panjangnya kepada UNFCCC (Rum dkk., 2024).
Hal ini memerlukan tata kelola multilevel yang kuat, di mana
pemerintah kota dan lokal memainkan peran kunci dalam
mengimplementasikan komitmen nasional menjadi tindakan iklim
yang terdesentralisasi dan lintas sektor (“Multilevel Governance for
Climate Change Mitigation and Adaptation,” 2024) (Ranalder dkk.,
2024).

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian mixed method, menggabungkan
penelitian hukum normatif dengan penelitian empiris, yang membahas
kenyataan dan data yang ada di lapangan praktik untuk dihubungkan
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kemudian dengan ketentuan hukum yang berlaku. metode penelitian hukum
mixed method, antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan ini
memungkinkan analisis komprehensif terhadap kerangka hukum dan
implementasi praktis Program Kampung Iklim di Kota Madiun,
mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk pemahaman yang
mendalam. Penelitian hukum normatif mengkaji peraturan perundang-
undangan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum terkait Program
Kampung Iklim, sedangkan penelitian empiris melibatkan observasi langsung,
wawancara dengan pemangku kepentingan, dan survei lapangan untuk
mengumpulkan data tentang implementasi program di masyarakat.
Pendekatan mixed-method ini memungkinkan evaluasi efektivitas program
dan identifikasi hambatan serta peluang dalam pencapaian tujuan UNFCCC
di tingkat lokal (Lou et al., 2024) (Sasmoko et al., 2022). Sumber data
penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang menjadi
dasar pengumpulan data yang diperoleh dan erat kaitannya dengan bahan
hukum primer seperti buku-buku tentang hukum tata negara dan hukum
administrasi negara, hukum lingkungan, dan hukum pemerintahan daerah,
an tentang iklim dan erubahannya serta bahan hukum sekunder yang bersifat
mengikat, terdiri dari Konstitusi 1945, peraturan perundang-undangan terkait
program kampung iklim dan kaitannya engan UNFCCC, serta peraturan lain
yang terkait

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan
dan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan mengamati langsung lokasi
sambil mewawancarai pihak terkait dari Dinas Lingkungan Hidup Kota
Madiun, lingkungan RW di kota madiun yang melaksanakan program
kampung iklim, Data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan
pengamatan lapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif,
yang menggambarkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, untuk
diorganisir secara sistematis kemudian, sehingga diperoleh gambaran
mengenai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian dan
kesimpulan dapat ditarik. Terakhir, penelitian ini menggunakan perspektif
teori implementasi kebijakan Grindle’s.

Teori kebijakan Grindle’s adalah sebuah kerangka analisis yang
menekankan pentingnya konteks, aktor, dan isi kebijakan dalam menentukan
keberhasilan implementasi program (Setha, 2024). Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor internal

dan eksternal memengaruhi pelaksanaan Program Kampung Iklim serta
dampaknya terhadap pencapaian target UNFCCC di Kota Madiun.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Program Kampung Iklim ini menawarkan studi kasus yang menarik
untuk mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam
pengembangan perkotaan, meningkatkan ketahanan perkotaan dengan
meminimalkan dampak perubahan iklim (Wijaya dkk., 2020). Hal ini
mencakup penanganan ketidakcukupan kebijakan yang ada dalam
menghadapi banjir perkotaan serta tantangan yang ditimbulkan oleh
urbanisasi cepat dan degradasi ekologi yang umum terjadi di banyak kota di
Asia Tenggara (Prana dkk., 2024) (Laeni dkk., 2021). Program ini juga
menjadi contoh pendekatan berbasis masyarakat yang secara langsung
melibatkan komunitas dalam aksi iklim, menumbuhkan rasa kepemilikan
dan tanggung jawab kolektif yang esensial untuk kesuksesan jangka panjang



(Sarker dkk., 2024). Inisiatif berbasis komunitas semacam ini sangat penting
untuk menjembatani kesenjangan antara mandat kebijakan top-down dan
realitas implementasi lokal, memastikan bahwa aksi iklim relevan dan efektif
bagi populasi yang terdampak (Abid dkk., 2024). Model partisipatif ini
bertolak belakang dengan solusi teknik murni, yang sering terbukti tidak
memadai dalam menangani risiko banjir kompleks di lingkungan yang
berkembang pesat secara urban (Abid dkk., 2024). Integrasi inisiatif mitigasi
banjir berbasis komunitas, seperti yang terlihat di Malaysia, semakin
menekankan pentingnya keterlibatan publik dan pengetahuan lokal dalam
meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap banjir, terutama saat
menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang usang dan keterlambatan
birokrasi (Abid dkk., 2024). Namun, efektivitas inisiatif ini bergantung pada
penegakan kebijakan yang kuat, keterlibatan publik yang berkelanjutan, dan
investasi terus-menerus dalam infrastruktur hijau dan abu-abu (Abid dkk.,
2024). Oleh karena itu, mengevaluasi kemampuan Program Kampung Iklim
untuk mendorong keterlibatan dan investasi komprehensif ini sangat penting
untuk memahami potensinya dalam berkontribusi pada ketahanan
perkotaan jangka panjang terhadap bencana yang disebabkan oleh
perubahan iklim. Evaluasi ini juga akan mempertimbangkan kemampuan
program untuk mengatasi tantangan umum seperti pendanaan yang tidak
memadai dan kesadaran publik yang rendah, yang sering menghambat
inisiatif berbasis komunitas (Abid dkk., 2024). Selain itu, implementasi
sukses program semacam ini bergantung pada partisipasi publik yang kuat
dan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan
wawasan ilmiah untuk mengembangkan solusi berkelanjutan (Abid dkk.,
2024). Menangani defisit keuangan dan kesadaran ini sangat penting untuk
kesuksesan yang dapat diskalakan dan direplikasi dari program seperti
Kampung Iklim (Abid et al., 2024). Oleh karena itu, memahami strategi
program yang digunakan untuk mengatasi masalah sistemik ini sangat kritis
untuk mengevaluasi penerapan yang lebih luas dari model Kampung Iklim.
Analisis ini akan menerangkan bagaimana Program Kampung Iklim
mencerminkan komitmen yang signifikan terhadap Konvensi Kerangka Kerja
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) melalui tindakan lokal, memberikan
pedoman bagi pusat-pusat perkotaan lain yang ingin menerapkan strategi
iklim yang efektif dan berorientasi pada komunitas. Analisis mendalam ini
juga akan mengeksplorasi metode yang digunakan untuk mengukur dampak
program, terutama dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca dan
peningkatan kapasitas adaptasi komunitas yang rentan. Analisis ini juga
akan menyelidiki mekanisme yang digunakan program untuk mendorong
partisipasi dan pemberdayaan komunitas, elemen penting untuk
keberhasilan berkelanjutan inisiatif ketahanan iklim (Abid et al., 2024).
Kerangka kerja tata kelola partisipatif ini sangat penting dalam mengatasi
keterbatasan pendekatan pengelolaan lingkungan tradisional yang top-down,
yang sering mengabaikan dinamika sosial-ekologis yang kompleks dari
komunitas lokal (Abid et al., 2024). Dengan memahami dinamika ini,
Program Kampung Iklim menunjukkan jalur potensial bagi kota-kota untuk
mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam kebijakan perencanaan dan
pengembangan perkotaan, mendorong dukungan publik dan politik yang
lebih luas (Zhu & Feng, 2025). Pendekatan yang nuansatif ini
memungkinkan pengembangan intervensi yang disesuaikan, yang lebih
mungkin berhasil dan berkelanjutan seiring waktu, mengatasi kerentanan
dan kapasitas spesifik komunitas perkotaan yang berbeda (Chitsa et al.,
2022). Selain itu, dengan mendorong upaya mitigasi dan adaptasi yang



dipimpin warga, Program Kampung Iklim sejalan dengan seruan global
untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kemajuan kebijakan iklim
(Chitsa dkk., 2022). Komitmen ini mencakup pengakuan terhadap interaksi
kompleks antara faktor-faktor sosial-lingkungan lokal dan efektivitas strategi
mitigasi, yang memerlukan produksi bersama pengetahuan antara ahli
teknis dan pemangku kepentingan komunitas (Puig dkk., 2022). Kolaborasi
ini sangat penting untuk mengembangkan solusi yang efektif dan sesuai
konteks yang mengatasi heterogenitas lingkungan perkotaan dan
memastikan lisensi sosial yang diperlukan untuk memperluas aksi iklim
(Creutzig dkk., 2024). Strategi komprehensif ini menyoroti peran program
sebagai manifestasi praktis prinsip-prinsip UNFCCC di tingkat lokal,
memberikan wawasan berharga untuk tata kelola iklim perkotaan di seluruh
dunia (Tollin dkk., 2024).

Penelitian di masa depan seharusnya mengeksplorasi generalisasi
model Kampung Iklim ke kota-kota berkembang lainnya, dengan
mengevaluasi secara kritis implikasi keadilan iklimnya dan potensi
pemanfaatan teknologi kota pintar untuk meningkatkan upaya adaptasi
(Wijenayake, 2025) (Amorim-Maia et al., 2021). Penelitian semacam itu secara
tidak terhindarkan akan melibatkan analisis yang lebih mendalam tentang
bagaimana program-program lokal ini dapat berkontribusi pada kerangka
kerja ketahanan iklim yang lebih luas, terutama dalam hal mengukur
pengurangan emisi dan mengevaluasi manfaat sosial-ekonomi yang diperoleh
oleh populasi rentan (Wang & Shi-wei, 2024). Hal ini termasuk menyelidiki
kemampuan program untuk mengintegrasikan solusi berbasis alam ke
dalam infrastruktur perkotaan, yang dapat lebih meningkatkan hasil
adaptasi dan mitigasi iklim sambil menyediakan layanan ekosistem
tambahan (Pandey & Ghosh, 2023) (Goodwin et al., 2024). Selain itu, evaluasi
kritis terhadap mekanisme kebijakan Program Kampung Iklim dan sinergi
dengan rencana pengembangan perkotaan yang ada sangat penting untuk
memastikan kelangsungan jangka panjang dan skalabilitasnya dalam
konteks yang lebih luas dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Wang &
Shi-wei, 2024).

Program kampung iklim di kota madiun juga mendapatkan dukungan
dari CSR Pertamina dan PLN serta lembaga swasta lainnya. ini menunjukkan
komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam menjalankan
program kampung iklim dalam mendukung pelaksanaan UNFCCC.
Keterlibatan multi-pihak ini sangat penting untuk meningkatkan jangkauan
dan efektivitas program, serta mengintegrasikan praktik pemerintah dengan
partisipasi masyarakat dalam aksi iklim (Restrepo-Mieth dkk., 2023).
Kerangka kerja kolaboratif semacam ini, yang menggabungkan tata kelola
top-down dengan inisiatif akar rumput, sangat penting untuk mencapai hasil
holistik dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim (Dabaieh dkk., 2021). Upaya
terkoordinasi antara pemerintah nasional dan lokal, ditambah dengan
keterlibatan sektor swasta, sangat penting dalam mengintegrasikan prioritas
perkotaan ke dalam kerangka kerja iklim yang lebih luas seperti Kontribusi
yang Ditentukan Secara Nasional (Ranalder dkk., 2024). Penelitian lebih
lanjut juga dapat mengeksplorasi mekanisme spesifik melalui mana
keterlibatan sektor swasta, seperti dari Pertamina dan PLN, mempengaruhi
pendanaan berkelanjutan jangka panjang dan kapasitas operasional inisiatif
iklim berbasis komunitas (Kittipongvises & Salathong, 2025) (Hou et al.,
2023). Hal ini termasuk menilai bagaimana kemitraan ini berkontribusi pada
pengembangan dan adopsi teknologi yang tahan terhadap perubahan iklim,



serta bagaimana mereka mengatasi kesenjangan yang ada dalam kebijakan
dan perencanaan terkait isu iklim (Tollin et al., 2024). Selain itu, memahami
instrumen kebijakan dan kerangka regulasi yang memfasilitasi kemitraan
publik-swasta ini sangat penting untuk mereplikasi kesuksesan Program
Kampung Iklim di wilayah lain yang menghadapi tantangan iklim serupa
(Triyanti et al., 2023) (Tollin et al., 2022). Selain itu, menganalisis efektivitas
kemitraan ini dalam mempromosikan solusi berbasis alam dan strategi iklim
inovatif lainnya dalam konteks perkotaan dapat memberikan wawasan
berharga untuk mengembangkan rencana aksi iklim terintegrasi (Vazin dkk.,
2024) (Corgo dkk., 2024).

Peran proaktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kemitraan
semacam ini, terutama dalam menyelaraskan dengan strategi iklim yang
lebih luas, semakin ditekankan dalam pembahasan global tentang aksi iklim
multilevel, mengakui kontribusi kritis entitas subnasional dalam mencapai
tujuan iklim nasional (Tollin dkk., 2024). Pendekatan kolaboratif ini
menyoroti pentingnya tata kelola multilevel, di mana inisiatif lokal seperti
Kampung Iklim dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan
iklim global yang ditetapkan oleh UNFCCC (Ranalder dkk., 2024). Namun,
tantangan tetap ada terkait skalabilitas inisiatif-inisiatif municipal ini dan
integrasi yang efektif dari sumber daya sektor swasta untuk memaksimalkan
potensi transformatifnya (Fast & Widerberg, 2024) (Puig et al., 2013). Hal ini
menyoroti keharusan adanya kerangka kebijakan yang kokoh untuk
menjembatani kesenjangan antara janji-janji ambisius dan implementasi di
lapangan, terutama dalam mendorong partisipasi yang adil di antara
kelompok-kelompok masyarakat yang beragam (Marquardt dkk., 2024).
Mengatasi tantangan ini memerlukan evaluasi kritis terhadap batasan tata
kelola dan distribusi wewenang yang didelegasikan antara tingkat negara dan
lokal untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam upaya aksi iklim
mereka (Cohen dkk., 2025). Mengakui kompleksitas ini, pendekatan inklusif
dalam perencanaan adaptasi iklim perkotaan, yang memfasilitasi kemitraan
terarah antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, sangat
penting untuk menginstitusionalisasikan struktur pengambilan keputusan
yang kokoh dan meningkatkan kemampuan penggalangan dana (Chu et al.,
2015). Strategi terintegrasi semacam itu akan memungkinkan kota-kota
untuk melampaui intervensi parsial, bergerak menuju respons iklim
perkotaan yang kohesif dan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan
lokal dan target iklim global (Romero-Lankao dkk., 2018) (Alvés dkk., 2019).
Hal ini melibatkan navigasi kompleksitas tata kelola multi-level, memastikan
bahwa eksperimen dan inovasi kebijakan lokal diakui dan diintegrasikan
secara memadai ke dalam strategi tingkat atas (Bjorklund et al., 2023). Selain
itu, meningkatkan mekanisme skalabilitas vertikal dan horizontal, serupa
dengan pendekatan yang diamati di kota-kota Swedia untuk infrastruktur
dan transportasi, dapat memperluas aksi iklim lokal melalui kerja sama
antar-kota dan skalabilitas terintegrasi (Fast & Widerberg, 2024). Pendekatan
terintegrasi ini memerlukan pertimbangan cermat terhadap kemauan politik
dan kerangka hukum untuk memastikan efisiensi dan kohesi di semua
tingkatan tata kelola, sehingga memberikan mandat yang jelas, dukungan
teknis, dan pendanaan untuk memperkuat kapasitas lokal dan memfasilitasi
investasi sektor swasta (Tollin dkk., 2024). Strategi terintegrasi semacam ini
sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif iklim lokal seperti
Kampung Iklim dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan iklim
nasional dan internasional dengan membangun kemitraan yang kuat dan
memanfaatkan sumber daya yang beragam (Tollin et al., 2024). Namun,



efektivitas kemitraan ini bergantung pada penanganan kendala sumber daya
dan fragmentasi institusional yang sering dialami oleh pemerintah daerah
dalam perencanaan aksi iklim mereka (Dodd et al., 2023).

Program kampung iklim ini juga selain pelaksanaan dari UNFCCC
juga merupakan implementasi dari sistem otonomi daerah. Desentralisasi ini
memberdayakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi iklim
dengan konteks regional yang spesifik, mendorong upaya adaptasi dan
mitigasi berbasis komunitas (Tollin dkk., 2024). Pendekatan lokal ini sejalan
dengan pengakuan yang semakin luas bahwa tindakan iklim yang efektif
memerlukan integrasi berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan
dinamika lokal untuk memastikan hasil yang responsif dan berdampak (Cruz
dkk., 2023). Selain itu, otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah
memfasilitasi pengembangan solusi inovatif dan spesifik konteks, melampaui
pendekatan satu ukuran untuk semua dalam tata kelola iklim (Putri, 2017).
Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan
intervensi dengan konteks lokal, mengakui bahwa strategi yang berhasil di
satu wilayah mungkin tidak dapat langsung diterapkan di wilayah lain tanpa
modifikasi signifikan (Sudmant, 2024). Hal ini juga memfasilitasi perluasan
horizontal inovasi rendah karbon melalui berbagi pengetahuan dan
pembelajaran kolaboratif antar kota (Doren dkk., 2019; Fast & Widerberg,
2024). Penekanan pada implementasi tingkat lokal sangat sesuai untuk
mengatasi persyaratan regional yang unik, mempromosikan pendekatan
yang lebih terintegrasi dan efektif dalam adaptasi iklim dan keberlanjutan
(Keskitalo & Andersson, 2017). Struktur tata kelola multi-level ini, yang
mencakup integrasi vertikal dengan kebijakan nasional dan kolaborasi
horizontal di antara entitas lokal, sangat penting untuk tindakan iklim yang
efektif di tingkat lokal (Tollin et al., 2024).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle’s maka analisis
yang didapatkan adalah bahwa keberhasilan Program Kampung Iklim sangat
bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan dan alokasi sumber daya yang
memadai, serta dukungan kuat dari aktor-aktor kunci di tingkat lokal
maupun nasional (Cross, 2023) (Lesnikowski et al., 2020). Teori implementasi
kebijakan menurut grindles terdiri dari dua variabel utama: Isi kebijakan dan
*konteks implementasi* (Keskitalo dkk., 2016). *Isi kebijakan* merujuk pada
tujuan spesifik, program, dan alokasi sumber daya yang ditetapkan dalam
kerangka kebijakan, sementara *konteks implementasi* mencakup

lingkungan sosial-politik, ekonomi, dan institusional di mana kebijakan
tersebut dilaksanakan (Keskitalo dkk., 2016). Variabel-variabel ini
berinteraksi secara dinamis, mempengaruhi arah dan hasil implementasi
kebijakan dengan membentuk cara kebijakan dipahami, ditafsirkan, dan
dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan (Lesnikowski dkk.,
2020). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, keberhasilan Program Kampung
Iklim dapat dianalisis sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan iklim yang
ditetapkan di tingkat nasional diterjemahkan secara efektif ke dalam
program-program konkret dan didukung oleh sumber daya yang memadai di
tingkat lokal, serta bagaimana dinamika sosial, politik, dan kelembagaan di
Kota Madiun memengaruhi implementasinya (Lee & Painter, 2015). Lensa
analitis ganda ini, oleh karena itu, memungkinkan penilaian komprehensif
terhadap desain intrinsik Program Kampung Iklim dan faktor-faktor
ekstrinsik yang memfasilitasi atau menghambat kesuksesannya dalam
konteks perkotaan spesifik Madiun (Ghinoi et al., 2021) (Zen et al., 2019).



Hal ini memerlukan kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola
multilevel, memastikan bahwa visi nasional dapat diterjemahkan secara
efektif menjadi strategi lokal yang dapat dilaksanakan melalui pembangunan
kapasitas institusional dan teknis serta pengelolaan sumber daya keuangan
secara langsung (Tollin et al., 2024) (“Multilevel Governance for Climate
Change Mitigation and Adaptation,” 2024). Kerangka kerja semacam itu akan
memfasilitasi tindakan terkoordinasi di berbagai tingkatan tata kelola,
elemen krusial mengingat sifat saling ketergantungan tantangan iklim (Tollin
dkk., 2024). Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan program
Kampung Iklim sebagai wujud nyata komitmennya terhadap agenda iklim
global, menunjukkan kapasitas adaptif dan mitigatif yang kuat di tingkat
perkotaan (Tollin dkk., 2024). Ini merupakan implementasi dari UNFCCC dan
Perjanjian Paris. Komitmen ini mencerminkan tren yang lebih luas di
kalangan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan perjanjian iklim
internasional melalui program-program yang disesuaikan dengan konteks
lokal, sehingga menutup kesenjangan kritis antara target global dan
tindakan lokal (Ghinoi et al., 2021) (Zen et al., 2019). Inisiatif lokal semacam
ini, sering kali berfungsi sebagai laboratorium eksperimental, sangat penting
untuk mengembangkan dan menguji strategi adaptasi dan mitigasi yang
berhasil, yang kemudian dapat diperluas ke jaringan institusional yang lebih
luas, pada akhirnya berkontribusi pada masa depan perkotaan yang lebih
tangguh dan berkelanjutan (Azhoni et al., 2024). Operasionalisasi ini
memerlukan kerangka kerja yang kokoh untuk pertukaran pengetahuan dan
pembelajaran kolaboratif di antara pemerintah kota, mendorong adopsi luas
praktik-praktik yang berhasil (Kjeer & Grindsted, 2024).

Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tim lakukan, maka dapat
kesimpulan bahwa analisis data yang diperoleh oleh tim peneliti
menunjukkan Program Kampung Iklim relatif berhasil dilaksanakan di Kota
Madiun dengan konsistem melaksanakan 3 kegiatan utama pada Program
Kampung Iklim yaitu kegiatan Adaptasi; kegiatan Mitigasi; dan
Kelembagaan. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat Kota Madiun
telah mampu menanamkan 10 poin utama yang mendasari Green Politics
yaitu antara lain : ecology responsibility, grassroots democracy, feminism and
gender equality, focus on the future and sustainability, social justice and equal
opportunity, non-violence, decentralization, communication-based and just
economy, respect for diversiry, serta Personal and global responsibility.

Meskipun masyarakat masih cukup awam dengan teori-teori yang
mendasari terbentuknya Program Kampung Iklim, namun dengan adanya
langkah aksi, masyarakat dengan sendirinya akan memahami teori-teori
tersebut. Diketahui juga bahwa green politics di Indonesia diawali karena
adanya kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga lingkungan, dipicu
dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan
diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan
strategi pembangunan yang eksploitatif, sehingga kelestarian lingkungan
hidup di Indonesia menjadi terancam. Untuk menyeimbangkan kelestarian
lingkungan agar terhindar dari berbagai ancaman, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memfokuskan kekhawatiran-
kekhawatiran akan kelestarian lingkungan hidup pada sebuah program yang



bernama Program Kampung Iklim, dimana dalam setiap kegiatannya telah
terkandung 10 poin utama dari green politics. Kota Madiun juga telah
berhasil melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan baik secara mandiri
ataupun kelompok pada Program Kampung Iklim. Terdapat 3 kegiatan
adaptasi, 5 kegiatan adaptasi, dan 8 kegiatan kelembagaan masyarakat
dengan masing-masing kegiatan terdapat beberapa aktivitas lain yang
mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, Kota Madiun mampu melaksanakan
seluruh kegiatan Program Kampung Iklim, walaupun ada beberapa kendala.
Namun hal ini tidak menjadi penghambat masyarakat Kota Madiun untuk
melakukan kegiatan-kegiatan Program Kampung Iklim.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, rekomendasi

yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Madiun diharapkan terus berkomitmen mengenai
Program Kampung Iklim dalam jangka waktu yang lama, sehingga
masyarakat Kota Madiun akan merasakan manfaat dari
keikutsertaannya dalam berpartisipasi aktif pada Program Kampung
Iklim.

2. Pengurus Program Kampung Iklim Kota Madiun diharapkan mampu
membuat kegiatan-kegiatan kecil mengenai lingkungan yang mampu
diterapkan secara mandiri oleh masyarakat Kota Madiun pada
kehidupan sehari-hari.

3. Peran dari pemerintah kota serta pemerintah daerah sangatlah
penting dan akan tetap diperlukan dalam semua kegiatan lingkungan
maupun proses pada pengembangan Program Kampung Iklim untuk
memberikan dukungan serta masukan yang dapat bermanfaat bagi
masyarakat itu sendiri.

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan karunia-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan penelitian dengan
sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada tim dan pihak yang telah memberikan bantuan baik
secara moral maupun akademik. Tim berharap penelitian ini dapat
memberikan kontribusi positif bagi lapisan pemerintah dan masyarakat
agar menguatkan implementasi program kampung iklim, juga
optimalisasi CSR dari pihak BUMN dan atau swasta dalam memperlancar
program.
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